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Per atur an Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4958); jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor [11/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan
Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib
Persidangan Pada M ahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
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Peraturan Mahkamah Konstitust Nomor 04/PMK /2004 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur
Pengagjuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 06/PMK /2005 tentang pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan
Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga
Negara.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 11/PMK/2006 Tentang Pedoman
Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitust Nomor 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara
dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara
dalam Perselishan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilaran Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman
Beracara dalam Perselishan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman
Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilaran Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 18/PMK/2009 Tentang Pedoman
Penggjuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan
Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

Peraturan Mahkamah Konstituss Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib
Persidangan.
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Peraturan Mahkamah Konstitust Nomor 21/PMK /2009 tentang Pedoman Beracara
dalam Memutus Pendapat dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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